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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengakuan 

penguasaan fisik bidang tanah sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak milik atas 

tanah pada program PTSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Selain itu juga untuk mengetahui apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik 

tanah melalui program PTSL yang di dasarkan pada pengakuan penguasaan fisik 

bidang tanah sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Permasalahan hukum 

muncul karena Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 

mengizinkan pengajuan permohonan sertifikat tanah hanya berdasarkan 

pernyataan penguasaan fisik atas tanah. Hal ini memudahkan proses pendaftaran 

tanah sebagai bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal 

ini berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan sengketa apabila tidak terdapat 

bukti hak kepemilikan formal atau jika pihak lain mengklaim kepemilikan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual, serta jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum), dengan 

studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penguasaan fisik bidang tanah dapat menjadi dasar 

penerbitan SHM dalam PTSL, namun harus mengacu pada ketentuan Pasal 24 

ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang mengharuskan penguasaan fisik dengan itikad baik, terbuka, 

terus-menerus, dan tanpa sengketa paling singkat dua puluh tahun. Penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri 

ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditafsirkan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, 

sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiorn. 
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Pendahuluan 

Tanah memiliki peranan krusial untuk kehidupan manusia, khususnya di indonesia 

sebagai negara agraris, tanah menjadi faktor utama bagi masyarakat indonesia, baik untuk 

keperluan produksi maupun tempat tinggal. Dasar hukum yang mengatur terkait dengan 

tanah terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 di letakkan dalam pasal 33 ayat (3) yang 

menyatakan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasi oleh 

negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada subjek hukum tanah, pemerintah juga menetapkan 

pengaturan tersebut Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ditegaskan bahwa hukum tanah di Indonesia bersifat 

unifikasi. Artinya, seluruh masalah, status, dan dasar hukum yang berkaitan dengan tanah 

di Indonesia harus berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam UUPA.(Indah Sari, 

2017) Kewenangan pemerintah dalam mengelola sektor pertanahan, khususnya terkait 

dengan aspek legal dan pemakaian tanah, pada ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 

Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diluncurkan oleh 

pemerintah Indonesia, bertujuan untuk memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah 

bagi seluruh masyarakat. Diluncurkan secara masif pada era pemerintahan Presiden Joko 

Widodo, PTSL bertujuan untuk meningkatkan kecepatan pendaftaran tanah di seluruh 

Indonesia, memastikan seluruh bidang tanah terdaftar, dan mengurangi potensi sengketa 

tanah yang kerap terjadi.  

Sebagai upaya mendukung percepatan pelaksanaan PTSL yang ditargetkan hingga 

tahun 2025, pada jangka waktu tersebut pada tahun 2021 pemerintah Mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang selanjutnya dikenal sebagai PP Nomor 

18 Tahun 2021, mengatur hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan perumahan, dan 

pendaftaran tanah. Peraturan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang 

memperkuat pelaksanaan program PTSL. Namun dalam penerapannya, ketentuan 

mengenai pemberian Hak Pengelolaan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab, khususnya dalam proses pengajuan sertifikat hak atas tanah yang 

hanya di dasarkan dengan penguasaan fisik semata sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 

(2) Permen Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018. 

Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan PTSL adalah penguasaan fisik bidang 

tanah sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Dalam konteks PTSL, bukti 

penguasaan bidang tanah menjadi syarat penting untuk dapat mengajukan sertifikat hak 

milik. Penguasaan fisik atas bidang tanah menunjukkan adanya hubungan nyata antara 

seseorang dengan tanah yang dikuasainya, dan hal ini menjadi dasar penting bagi Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikat hak milik sebagai pengakuan 

hukum atas tanah tersebut. Karena itu, jika tidak ada bukti penguasaan fisik yang jelas dan 

bisa dibuktikan, proses pendaftaran tanah dalam program PTSL tidak dapat dilanjutkan. 

Program tersebut tentunya memiliki kelemahan secara yuridis yaitu syarat untuk 

mendaftarkan kepemilikan atas objek tersebut di antaranya cukup surat pernyataan 



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 3, Number 1, 2025 3 of 9 

 

 

https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice 

penguasaan fisik bidang tanah yang tertera di dalam Permen Agraria/Kepala BPN No. 6 

Tahun 2018. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria. Masyarakat yang tidak memiliki bukti hak milik formal 

seringkali dihadapkan pada tantangan dalam pembuktian penguasaan fisik bidang tanah. 

Potensi sengketa dan gugatan di pengadilan menjadi salah satu konsekuensi hukum yang 

harus dihadapi, terutama jika ada oknum yang mengakui kepemilikan atas tanah yang 

sama atau jika ada ketidaksesuaian dalam prosedur administrasi yang dilakukan oleh 

Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

 Seperti dalam penelitian oleh Rahmat Ramadhani dengan judul “Pendaftaran Tanah 

Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah” 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembangunan Nasional yang 

berkelanjutan memerlukan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan; bahwa 

pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh UUPA ditugaskan kepada pemerintah 

merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan; 

bahwa PP No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi 

sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, 

sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Prosedur pendaftaran hak milik atas tanah 

pertama kali adalah kegiatan pendaftaran terhadap sebidang tanaah yang semula belum di 

daftarkan meurut ketentuan peraturan pendaftaran tanah yang bersangkutan. Pendaftaran 

menggunakan sebagai dasar objek satuan-satuan bidang tanah yang disebut persil (parsel), 

yang merupakan bagian-bagian permukaan bumi yang terbatas dan berdimensi dua 

dengan ukuruan luas yang umumnya dinyatakan dalam meter persegi. (Rahmat 

Ramadhani, 2021) 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin meneliti lebih dalam terkait isu 

penguasaan bidang tanah dapat menjadi dasar penerbitan sertifikat pada program PTSL 

yang sesuai dengan judul penelitian saya yaitu “Aspek Hukum Penguasaan Fisik Bidang 

Tanah Sebagai Dasar Penerbitan Hak Milik Atas Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum” dengan 

rumusan masalah : Apakah penguasaan fisik bidang tanah sebagai dasar penerbitan Hak 

Milik atas tanah pada program PTSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku ? dan Apakah penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah melalui program PTSL 

yang di dasarkan pada penguasaan fisik bidang tanah sesuai dengan prinsip kepastian 

hukum? 

Metode Penelitian 

Metode yang di gunakan dalam enelitian ini sendiri digolongkan sebagai penelitian 

yuridis normatif (legal research). Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan 

yang fokus pada hukum sebagai norma atau aturan, menganalisis teks hukum, prinsip-

prinsip hukum, dan doktrin hukum dan proses mencari aturan, prinsip, dan doktrin hukum 

guna menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul. (Muhaimin, 2020) Untuk 

memperoleh sumber hukum dari penelitian ini. Penulis menggunakan studi kepustakaan 

(library research), yaitu pengumpulan yang di lakukan dengan cara mengkaji peraturan 

perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum, serta menganalisis berbagai 
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dokumen hukum lainya, baik dari artikel ataupun dari surat kabar serta literatur yang 

sesuai dengan penelitian ini. 

Hasil dan Pembahasan 

Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai Dasar Penerbitan Hak Milik Atas Tanah Pada 

Program PTSL berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku 

Penguasaan fisik bidang tanah merupakan salah satu aspek yang penting dalam 

pelaksanaan Program PTSL. Program ini hadir sebagai langkah pemerintah untuk 

menyelesaikan permasalahan agraria yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama 

mereka yang telah lama menguasai tanah namun belum memiliki bukti kepemilikan secara 

formal. Dasar hukum pelaksanaan pendaftaran tanah secara umum terdapat dalam UUPA. 

Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan 

pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. ( Pasal 

19 ayat (1) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hadir 

sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA. Peraturan pemerintah ini merupakan 

upaya pemerintah indonesia untuk melegalitasi atas status tanah di indonesia dan juga 

berfungsi untuk memberi informasi status tanah jika di butuhkan oleh pihak yang 

berkepentingan. Dalam Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum 

yang telah menguasai sebidang tanah secara fisik dengan itikad baik, terbuka, terus-

menerus, dan tanpa sengketa selama dua puluh tahun atau lebih, dapat menjadikan 

penguasaan tersebut sebagai dasar untuk mendaftarkan hak atas tanah. 

Permasalahan muncul ketika ketentuan dalam Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 

tersebut ditafsirkan secara lepas dari PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu 

peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu, Pasal 22 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 harus ditafsirkan 

bahwa penggunaan surat pernyataan penguasaan fisik hanya berlaku apabila penguasaan 

tersebut telah berlangsung selama minimal dua puluh tahun, sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam rangka mencegah terjadinya 

penyimpangan dalam pelaksanaan program PTSL, pemohon perlu mengetahui dan 

mengikuti ketentuan hukum yang berlaku sebagai syarat pengajuan permohonan sertifikat 

hak milik. 

Pelaksanaan PTSL harus tetap mengacu pada PP No. 24 Tahun 1997 sebagai tolak 

ukur utama dalam menilai kelayakan permohonan. Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 

hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum 

utama yang mengesampingkan persyaratan hukum yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk 

menjaga legalitas, keadilan, dan tertib administrasi dalam proses pendaftaran tanah. 

Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Melalui Program PTSL yang di Dasarkan 

pada Penguasaan Fisik Bidang Tanah berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum 
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Prinsip kepastian hukum merupakan asas mendasar dalam sistem hukum Indonesia 

yang bersumber dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menetapkan Indonesia sebagai 

negara hukum. Dalam konteks pertanahan, prinsip ini menjadi landasan normatif bahwa 

setiap penerbitan hak atas tanah harus berdasarkan ketentuan hukum yang jelas, tertulis, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan asas kepastian hukum memberikan jaminan 

perlindungan terhadap hak masyarakat atas tanah, serta mencegah tindakan sewenang-

wenang dari aparatur negara dalam administrasi pertanahan. 

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam program PTSL sering menghadapi 

tantangan ketika penguasaan fisik atas tanah dijadikan dasar penerbitan hak, terutama jika 

tidak disertai dokumen kepemilikan yang sah. Kepastian hukum tidak hanya menekankan 

perlindungan terhadap hak subjek hukum, melainkan juga menjamin bahwa setiap 

tindakan hukum, termasuk pemberian hak atas tanah, dilakukan sesuai ketentuan hukum 

positif yang berlaku. Dalam konteks PTSL, prinsip ini harus menjadi landasan setiap 

penerbitan sertifikat hak milik, termasuk saat penguasaan fisik bidang tanah dijadikan 

dasar pengajuan hak. 

Pelaksanaan program PTSL yang mendasarkan penerbitan sertifikat pada 

penguasaan fisik bidang tanah, harus tunduk pada prinsip rule of law, yaitu bahwa tindakan 

administratif pemerintah tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. Dalam hal ini, 

pengakuan terhadap penguasaan fisik sebagai dasar penerbitan hak harus memenuhi 

unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah.  

PTSL berfungsi sebagai instrumen legalisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan penguasaan fisik yang sah, diverifikasi lapangan, 

dan tanpa adanya keberatan dari pihak lain akan memiliki kekuatan hukum dan dapat 

digunakan sebagai alat bukti pemilikan yang sah. Ketika seseorang memanfaatkan celah 

administratif untuk mengklaim tanah yang sebenarnya bukan haknya baik karena 

penguasaan baru, adanya sengketa tersembunyi, atau tidak memiliki dasar hukum maka 

sertifikat yang dihasilkan menjadi produk hukum yang lemah dan dapat digugat 

pembatalannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 huruf a dan b Permen ATR/BPN 

No. 9 Tahun 1999, yang mengatur bahwa sertifikat dapat dibatalkan apabila terbukti 

diterbitkan secara tidak sah atau terdapat kekeliruan dalam penerbitannya. Oleh karena itu, 

penerbitan sertifikat melalui PTSL yang didasarkan pada penguasaan fisik semata, harus 

dilakukan secara selektif dan tetap menjunjung tinggi asas kehati-hatian. Validasi 

penguasaan harus memperhatikan: 

1. Lamanya penguasaan sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997. 

2. Tidak adanya keberatan dari pihak lain. 

3. Dukungan alat bukti tambahan seperti keterangan saksi, riwayat transaksi, atau 

dokumen riil lainnya. 

4. Verifikasi lapangan secara aktif oleh petugas pertanahan. 

Jika seluruh tahapan tersebut dijalankan dengan benar, maka penerbitan sertifikat 

akan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. 

Namun sebaliknya, jika proses administratif digunakan untuk melegitimasi penguasaan 
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yang tidak sah, maka prinsip kepastian hukum tidak tercapai, dan legalitas sertifikat itu 

sendiri dapat dipertanyakan. 

Dengan demikian, agar tujuan utama dari PTSL sebagai instrumen percepatan 

pendaftaran tanah tetap selaras dengan asas kepastian hukum, maka penting bagi 

Kementerian ATR/BPN untuk tidak hanya mengandalkan alat bukti administratif semata, 

tetapi juga menegakkan standar pembuktian hukum yang sah. Penerapan prinsip kehati-

hatian, selektif, dan berbasis pada hukum yang lebih tinggi menjadi kunci agar setiap 

sertifikat yang diterbitkan dapat berdiri kuat secara hukum dan tidak menimbulkan 

permasalahan di masa mendatang. 

Kesimpulan 

1. Penelitian ini menemukan bahwa penguasaan fisik tanah dapat menjadi dasar 

penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL), namun harus merujuk pada ketentuan hukum yang 

berlaku, khususnya Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Hal 

ini mengindikasikan bahwa penguasaan fisik harus dilakukan dengan itikad baik, 

terbuka, terus-menerus, dan tanpa sengketa selama minimal dua puluh tahun. Oleh 

karena itu, penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 

2018 tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditafsirkan secara harmonis dengan 

peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori. 

Temuan ini memiliki beberapa implikasi penting yakni Menekankan bahwa 

pernyataan penguasaan fisik saja tidak cukup untuk penerbitan SHM tanpa 

memenuhi syarat penguasaan selama 20 tahun, yang dapat mencegah 

penyalahgunaan dan potensi sengketa di kemudian hari. Selain itu yang perlu 

dilakukan kedepannya yakni mengembangkan program edukasi yang lebih masif 

dan mudah diakses bagi masyarakat mengenai persyaratan lengkap untuk 

pendaftaran tanah melalui PTSL, termasuk pentingnya durasi penguasaan dan bukti 

tambahan selain pernyataan fisik. 

2. Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah melalui program PTSL yang didasarkan 

pada penguasaan fisik harus memperhatikan prinsip kepastian hukum. Sertifikat 

hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila proses penerbitannya dilakukan 

secara benar, didukung alat bukti yang cukup, serta bebas dari sengketa. Jika 

penguasaan fisik tidak diverifikasi secara objektif dan hanya berdasarkan 

pernyataan sepihak, maka sertifikat yang dihasilkan menjadi lemah secara yuridis 

dan berpotensi dibatalkan karena bertentangan dengan asas legalitas dan keadilan 

administrasi. 
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